BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek Penelitian
Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2008 tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Pasar Kabupaten Tulungagung dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulungagung berbunyi
sebagai berikut:

"Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Mempunyai Tugas
Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Pasar Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan".

Visi:

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar"

Misi:

1) Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pelayanan
publik dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Pasar.

2) Melaksanakan pemberdayaan organisasi dan tata laksana Koperasi secara
profesional didukung dengan penyuluhan advokasi hukum dan pengawasan
yang baik menuju Koperasi berkualitas.

3) Meningkatkan pangsa usaha Koperasi yang mandiri dan berdaya saing.
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4) Meningkatkan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang sehat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.

5) Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mandiri dan
berdaya saing.

6) Meningkatkan  profesionalisme sumber daya manusia dalam
mengembangkan model pendidikan dan pelatihan.

7) Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang retribusi pelayanan pasar.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi dan UMKM, mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
Koperasi dan UMKM. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan UMKM
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Koperasi dan UMKM.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Koperasi dan UMKM.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
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b. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) Kota Tulungagung
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Sumber: Dinas Koperasi dan Usa

UPTD

Tulungagung
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B. Hasil Temuan Lapangan

1. Pembahasan tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam memberdayakan usaha kripik pisang di

Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung

Dalam mewujudkan misinya yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan
Masyarakat Melalui Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Pasar", dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara
serius memberdayakan usaha-usaha binaan yang bernaung dibawahnya dengan
berbagai program yang digunakan sebagai sarana dalam mewujudkan pengusaha
yang kompetitif dan unggul. Produk dari usahaa binaan harus memenuhi
standarisasi yang telah didetapkan oleh Dinas Koperasi dan (UMKM) yaitu
produk dari usaha binaan memiliki kualitas yang baik dan bebas dari bahan
pengawet, dilarang menggunakan barang haram seperti babi, anjing, bangkai,
darah atau bahan lainnya, produk harus bersih dalam proses produksinya, serta
untuk produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi yang disebut masa
kadaluarsa (expired date). Dari standarisasi yang di detapkan oleh Dinas Koperasi
dan UMKM dalam upaya memberdayakan usaha binaan dikaji dengan kaidah-
kaidah etika bisnis Islam yaitu sebagai pelaku usaha harus memiliki sifat jujur,
kemudian barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal bukan barang

yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, darah dan sebagainya, selain hal
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tersebut Islam juga mengajarkan bahwa setiap makanan yang dimakan harus

bersih dan dalam keadaan baik yang disebut halalan toyyiban.

Produk dari usaha binaan akan dibantu pemasaran baik dalam bentuk
bazar atau pameran yang bersaing dengan produk dari berbagai kota, oleh karena
itu Dinas Koperasi dan UMKM memberdayakan usaha binaan dalam bidang
produksi dengan menetapkan standarisasi layak yang harus dipenuhi oleh usaha
binaan yang bernanung di bawahnya. Standarisasi yang digunakan oleh Dinas
koperasi dan UMKM dalam upaya meningkatkan mutu produksi yaitu sebagai

berikut:

Produk harus memiliki kualitas yang baik dan bebas dari bahan pengawet.
Bahan pengawet adalah senyawa atau bahan yang mampu menghambat, menahan
atau menghentikan dan memberikan perlindungan bahan makanan dari proses
pembusukan. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan makanan
yang mempunyai sifat mudah rusak, bahan pengawet dari satu sisi memberikan
keuntungan bagi produsen untuk mengawetkan makanan, namun dari sisi lain
bahan bahan pengawet jika digunakan pada dosis yang berlebihan maka akan
menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya keracunan, kerusakan organ
tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dalam upaya memberdayakan usaha
binaan, produk tanpa bahan pengawet merupakan salah satu standarisasi yang
digunakan Dinas Koperasi dan (UMKM) dalam mengevaluasi produk sehingga

produk layak dipasarkan.
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Pada tahap ini Dinas Koperasi dan (UMKM) sangat berperan penting

untuk mengevaluasi bahwa produk dari usaha binaan bebas dari bahan pengawet

seperti yang disampaikan oleh Bapak Heru Mursono yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya bahan pengawet itu diperbolehkan, tapi harus digaris bawahi
bahan pengawet yang digunakan itu memang untuk makanan dan tidak
membahayakan kesehatan kalau bahan pengawet yang membahayakan ya
jelas tidak boleh dan untuk pemakainnya harus di bawah garis, untuk
penggunaan bahan pengawet itu katakanlah seharusnya digunakan
setengah sendok makan tapi digunakan satu sendok makan nah itu
reaksinya di rasa, jadi kita bisa tahu kalau rasanya aneh. Takarannya dalam
1 kg bahan produksi pengawetnya 0,03% dari bahan pengawet. Kalau
makanan itu memakai formalin akan mengkilat bukan mengkilat seperti
kaca mengkilatnya itu tebal. Kalau kandungan nutrisi harus dicek di
laboratorium kemudian hasilnya akan ditulis di kemasan. Kalau produk
tulisannya 100% murni itu juga dilarang, karena pada kenyataannya
produk tidak ada yang murni seperti gula itu saja termasuk bahan kimia,
minyak juga ada kandungan kimia, kalau original baru boleh.”*

Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh

Bapak Dari, yaitu sebagai berikut:

“Produk dari para binaan harus memenuhi standar dari kami, jika tidak
maka ada manajer klinik yang mengevaluasi karena produk mereka akan
diletakkan di galeri UMKM dari sana nanti akan diajak bazar atau
pameran ketika ada agenda™®

59 Wawancara dengan Bapak Heru Mursono (pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung), pada tanggal 30 Mei 2017

60 Wawancara dengan Bapak Dari, (pegawai seksi pengembangan informasi dan
promosi bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kabupaten Tulungagung) pada tanggal 08 Februari 2017
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Penjelasan dari Bapak Heru Mursono dan Bapak Dari, diperkuat dengan

pendapat yang di sampaikan oleh Bapak Supriono, yaitu sebagai berikut:

“Setiap pedagang pasti ada yang melakukan kecurangan, tapi kecurangan
itu akan ketahuan kalau ada SIDAG. Kalau untuk produk saya sudah
pernah saya uji di laboratorium, setiap nutrisi membayar 50 ribu, produk
saya Insyaallah tidak menggunakan bahan pengawet apapun, karena jika
ketahuan maka yang rugi saya sendiri. Kalaupun produk saya ada bahan
pengawetnya pasti akan ketahuan sebelum masuk ke dinas, waktu saya uji
di laboratorium terus waktu dari pihak Dijas mencicipi produk saya, kalau
rasanya ada yang aneh pasti mereka tahu.” '

Produk harus bebas dari bahan pengawet adalah standarisasi pertama yang
harus di penuhi oleh usaha binaan yang bernaung di bawah Dinas Koperasi dan
UMKM, sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Heru Mursono bahwa bahan
pengawet yang membahayakan kesehatan tidak boleh dicampurkan dengan
makanan, namun produk diperbolehkan menggunakan bahan pengawet jika bahan
pengawet memang diproduksi untuk makanan dan dengan dosis sesuai aturan

pemakaian.

Standarisasi ke dua yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
yaitu produk yang dihasilkan oleh usaha binaan dilarang mengandung barang
yang haram seperti babi, anjing, bangkai, darah atau bahan lainnya. Barang-
barang tersebut dilarang digunakan karena dikawatirkan bila dikonsumsi akan

menimbulkan penyakit atau adanya efek samping. Indonesia sebagai negara

61 Wawancara dengan Bapak Supriono pemilik usaha kripik pisang di
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 23 Mei
2017
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dengan warga negara mayoritas muslim, tentunya menjadi tolak ukur tersendiri
bagi pelaku usaha dalam memproduksi produk yang halal dan boleh dikonsumsi
sesuai dengan syar’i, oleh karena itu penting bagi dinas koperasi dan usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) untuk mengevaluasi bahwa produk dari usaha
binaan bebas dari barang yang haram seperti babi, bangkai, anjing, darah atau
bahan lainnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Heru Mursono, yaitu sebagai

berikut:

“Setiap produk itu tidak diperbolehkan mengandung barang yang haram,
dan harus mencari sertifikasi halal. Tetapi kenyataannya banyak yang
melakukan kecurangan dengan menuliskan label halal bentuk arab soalnya
sertifikat yang menunjukkan halal arab saja itu tidak ada yang ada label
halal disertai keterangan Majelis Ulama Indonesia itu, kalau halal arab itu
bikinan sendiri. Disini juga memfasilitasi sertifikat halal bagi produk yang
akan mencari sertifikat halal untuk produsen yang betul-betul produktif itu
terkait sertifikasi halal, selain itu kami juga pernah mensosialisasikan
untuk mengemas produk dengan baik, misalnya dalam mengemas itu kan
disiler ada juga ditali, tapi kalau ditali itu biasanya produk roti talinya
hanya untuk mempercantik kemasan saja, rotinya dibungkus plastik dulu
kemudian dilapisi plastik lagi baru ditali, kalau disiler itu kalau belum
terbiasa ya susah bisa bolong, kalau plastiknya bolong resikonya ya semut
bisa masuk ke produk ditakutkan itu kalau lalat yang masuk, kan
menjijikkan.”®

Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh

Bapak Supriono, yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya untuk produsen yang masih merintis tidak mungkin jika
produknya mengandung barang yang haram, kita sebagai produsen tetap

62 Wawancara dengan Bapak Heru Mursono (pegawai Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung), pada
tanggal 30 Mei 2017
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berusaha supaya produk kami tidak mengandung barang yang haram atau
menjijikkan dan tetap menjaga kebersihan. Dari Dinas Koperasi dan
UMKM juga pernah melakukan sosialisasi tentang cara pengemasan,
bahkan kalaupun sekarang kita kesulitan untuk mengemas sewaktu-waktu
bisa di share di Forum Komunikasi (FORKOM) disana teman-teman yang
lebih tahu dan banyak pengalaman pasti akan membantu kesulitan kita.

Sedangkan untuk sertifikat halal produk saya masih proses mengajukan

dan masih dalam proses.”*

Produk usaha binaan tidak boleh menggunakan barang haram seperti
bangkai, babi, anjing dan darah adalah standarisasi kedua yang ditetapkan Dinas
Koperasi dan UMKM, kemudian produk dari usaha binaan harus disertai label
halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia namun pada kenyataannya
banyak produk yang tidak disertai label halal, Dinas Koperasi dan UMKM juga
menemukan kecurangan bahwa produk disertai label halal akan tetapi label
tersebut adalah buatan sendiri bukan label yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan bagi
usaha binaan yang ingin mencari sertifikasi halal untuk mengurangi kecurangan

produsen dan mempermudah usaha binaan dalam mencari seritikat halal.

Standarisasi ke tiga yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
yaitu setiap produk harus bersih dalam proses produksinya. Makanan merupakan
kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan kehidupan, makanan yang
dibutuhkan harus sehat dalam arti memiliki nilai gizi yang optimal, untuk

mencapai makanan yang optimal maka kebersihan produk harus diperhatikan

63 Wawancara dengan Bapak Supriono pemilik usaha kripik pisang di Kecamatan
Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 23 Mei 2017
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karena kebersihan makanan akan mempengaruhi kesehatan konsumen. Pada tahap
ini Dinas Koperasi dan UMKM harus bisa memastikan bahwa produk dari usaha
binaan yang bernaung di bawahwa memiliki kualitas yang baik yaitu produknya
yang bersih, tidak tercemar oleh kuman serta vitamin dan kandungan lainnya tidak
rusak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mursono, yaitu sebagai

berikut:

“Kalau yang namanya produk untuk dijual itu harus bersih, karena itu akan
membawa nama baik label, khususnya makanan yang mengandung
minyak. Minyak itu harus digunakan dalam 3x penggorengan, kalau lebih
hasil gorengannya tidak enak selain rasanya yang berbeda, kualitasnya
juga akan berkurang, kalau lebih dari 3x harus dibuang. Minyak yang
digunakan harus minyak yang bagus dengan 3x pemakaian. Karena
minyak yang kualitasnya bagus maka kualitas produk akan bagus, bersih
dan enak. Untuk kebersihan dari Dinas Kesehatan juga akan mengecek
lingkungan rumah produksi, mengecek lingkungan rumah. Untuk produk
sendiri warna bersih itu bukan jaminan, karena warna itu tergantung dari
bahan mentah produk dan pembuatan. Jika produk tersebut harus melalui
proses pengeringan di bawah sinar matahari langsung makan proses
pengeringannya harus ditutupi supaya tidak ada hewan yang hinggap di
produk itu atau bahkan kotoran. Untuk menjaga produk masih bagus
dengan kualitas yang bagus itu tergantung pengemasan juga plastiknya itu
sebaiknya menggunakan plastik dengan ketebalan 0,8 mm semakin tebal
juga semakin bagus. Jika plastiknya tebal kan otomatis kualitas produknya
tetap terjaga.”®

Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan penjelasan yang disampaikan

oleh Bapak Dari, yaitu sebagai berikut:

64 Wawancara dengan Bapak Heru Mursono (pegawai Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung), pada
tanggal 30 Mei 2017
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“Dari Dinas kami melakukan pelatihan ya macam-macam, ada pelatihan
dalam membuat produk, pelatihan dalam mengemas produk, sosialisasi
dalam memasarkan, sedangkan untuk membuat produk kami juga
melakukan pelatihan cara membungkus contohnya saja menggunakan
mesin pres itu, kalau dulu kan makanan ditutup menggunakan lilin, kami
juga menerima semua sharing dari mereka, kalau mereka kesulitan dalam
bahan baku atau kesulitan mengolah, usaha binaan kan tersebar ke 19
kecamatan dari mereka juga memiliki informasi yang bisa dimanfaatkan
oleh usaha binaan lainnya misalnya dalam bahan baku jika dari pengusaha
A butuh bahan ketela sedangkan di tempat B banyak sekali ketela di sana

manfaatnya forum komunikasi”®

Penjelasan dari Bapak Heru Mursono dan Bapak Dari, diperkuat dengan

penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Supriono, yaitu sebagai berikut:

“Dinas kesehatan mengecek kondisi lingkungan tempat produksi saat ijin
PIRT, biasanya akan dicek lagi 5 tahun sekali, kalau produk yang sudah
memiliki sertifikat halal akan dicek kebersihannya 1 tahun sekali jadi jelas
sekali bahwa produk yang masuk ke Dinas Koperasi dan UMKM itu
adalah produk yang bersih. Kalau produk kripik pisang saya minyak yang
gunakan hanya 3x pemakaian seperti anjuran dari dinas, dan juga sudah
membuktikannya sendiri. Minyak yang saya gunakan juga minyak yang

bagus dengan kualitas yang bagus.”®

Dalam memberdayakan usaha binaan yang bernaung dibawahnya Dinas
Koperasi dan UMKM memberikan standarisasi bahwa produk harus bersih dalam

proses produksi khususnya produk makanan yang menggunakan minyak, Dinas

65 Wawancara dengan Bapak Dari, (pegawai seksi pengembangan informasi dan
promosi bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kabapaten Tulungagung) pada tanggal 08 Februari 2017

66 Wawancara dengan Bapak Supriono pemilik usaha kripik pisang di Kecamatan
Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 23 Mei 2017
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Koperasi dan UMKM melarang menggunakan minyak lebih dari tiga kali
pemakaian untuk menjaga kualitas produk dan menjaga kandungan nutrisi tidak
rusak serta minyak yang digunakan adalah minyak yang bagus bukan minyak
yang memiliki kualitas rendah dengan harga yang murah. Selain itu,
menggunakan minyak dengan batas penggunaan 3 kali pemakaian bertujuan untuk
menjaga kebersihan produk untuk menghindari bakteri atau kuman yang

bersarang di minyak yang sudah tidak layak digunakan.

Standarisasi ke empat yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
yaitu setiap produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi yang disebut
masa kadaluwarsa (expired date). Dinas Koperasi dan UMKM menetapkan bahwa
setiap produk dari usaha binaan harus dicantumkan tanggal bulan dan tahun masa
kadaluwarsa, dengan tujuan untuk menjaga kualitas produk tetap terjaga dan aman
untuk dikonsumsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Heru Mursono,

yaitu sebagai berikut:

“Produk itu wajib ditulis masa kadaluwarsanya produk yang akan masuk
kesini harus diuji terlebih dahulu, untuk melihat masa kaduluwarsa maka
akan dilihat kode produksi produk, jadi setiap produk itu harus
dicantumkan kode produksinya yaitu tanggal bulan dan tahun misalnya
030517 artinya diproduksi tanggal 03 bulan Mei tahun 2017. Masa
kadaluwarsa produk rata-rata 4 sampai 5 bulan tergantung degan minyak
dan pengemasan. Untuk melihat kadaluwarsanya di uji dengan di siller
dan ditempatkan diruang terbuka setiap hari produk itu akan dilihat jika
sebelum 4 bulan produk sudah berubah warnanya pucet rasanya berubah
maka produk akan dikembalikan ke produsen.”®’

67 Wawancara dengan Bapak Heru Mursono (pegawai Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung), pada
tanggal 30 Mei 2017
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Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh
Bapak Supriono, yaitu sebagai berikut:

“Untuk menentukan masa kadaluwarsa, di atas label tertera kode produksi,

dari waktu pembuatan kode produksi itu akan diambil waktu 4 bulan untuk

uji coba melihat kualitas produk masih layak dikonsumsi atau tidak, kalau

minyaknya bagus produk bisa dikonsumsi sampai maksimal 5 bulan jika

minyaknya jelek produk layak dikonsumsi maksimal 2 sampai 3 bulan

saja. Kalau saya menggunakan minyak dorang dan fortune itu sudah

bagus.”*®

Dinas Koperasi dan UMKM mewajibkan produk harus disertai tanggal
bulan dan tahun batas layak konsumsi yang disebut masa kadaluwarsa dengan
batas waktu lima bulan dari awal proses produksi, jika produk sudah dicantumkan
masa kadaluwarsa kemudian dari Dinas Koperasi dan UMKM melakukan evaluasi
tersebih dahulu untuk mengecek tanggal bulan dan tahun dengan cara produk
ditempatkan diruang terbuka setiap hari produk itu akan dilihat jika sebelum 4
bulan produk sudah berubah warnanya pucet dan berubah rasanya maka produk

akan dikembalikan ke produsen untuk menghindari kecurangan dan resiko yang

mungkin bisa terjadi.

2. Pembahasan tentang faktor pendukung dan faktor penghabat yang dihadapi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya
memberdayakan usaha kripik pisang di Kecamatan Tanggunggunung

Kabupaten Tulungagung

68 Wawancara dari Bapak Supriono pemilik usaha kripik pisang di Kecamatan
Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 23 Mei 2017
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Dalam upaya memberdayakan usaha binaan Dinas Koperasi dan UMKM
memberikan program-program demi tercapainya tujuan pemberdayaan. Dalam
menjalankan program tersebut Dinas Koperasi dan UMKM menemukan beberapa
hal yang menjadi pendukung dalam menjalankan program pemberdayaan, yaitu
sebagai berikut:

a. Pusat layanan terpadu
Pusat layanan terpadu di dirikan dengan tujuan untuk meningkatkan

pelayanan kepada usaha binaan. Usaha binaan yang memiliki masalah dalam
proses produksi maupun pemasaran bisa mendatangi pusat layanan terpadu untuk
mengadukan masalah yang sedang dihadapi sehingga Dinas Koperasi dan UMKM
bisa membantu memecahkan masalah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dari,
yaitu sebagai berikut:
“Kami memberikan layanan usaha terpadu yaitu berupa
tenaga konsultasi dan forum UMKM, mereka bisa langsung
datang ke Kantor Dinas dan mendiskusikan masalah
dengan tenaga konsultasi, atau bisa sharing dengan forum
komunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp. Dengan
dibukanya jadwal konsulatasi untuk memecahkan masalah
dalam kegiatan UMKM, mereka bisa datang langsung
sesuai dengan jadwal yang ditentukan.”®®
Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh
Bapak Supriono, yaitu sebagai berikut:
“Setiap bulan kami sesama usaha binaan ada pertemuan bisa disebut

arisan, disana kita bisa sharing kalu ada yang punya masalah penjualan,
produksi, pengemasan, promosi. Kami kan memiliki pengalaman dan
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kemampuan yang tidak sama jadi yang punya kemampuan lebih bisa
disebar kepada yang butuh.””

Pusat layanan terpadu adalah salah satu faktor yang mendukung untuk
mempermudah dalam proses pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi
dan UMKM dalam upaya memberdayakan usaha binaan yang bernaung di
bawahnya. Pelaku usaha binaan yang memiliki masalah dalam usahanya bisa
datang ke kantor pusat layanan terpadu atau melalui media sosial yang di sediakan
sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

b. Tersedia galeri sebagai wadah pemasaran produk
Galeri Dinas Koperasi dan UMKM terletak di Desa Ngantru, Kecamatan

Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Galeri digunakan sebagai wadah
pemasaran produk karena disana terdapat banyak produk khususnya makanan
minuman dan kerajinan. Makanan dan minuman yang bisa dipamerkan di galeri
adalah makanan dan minuman yang sudah memenuhi standarisasi, sedangkan
makanan yang belum memenuhi standarisasi dikembalikan kepada produsen
kemudian diberikan pendampingan dan arahan dalam memproduksi. Seperti yang
sampaikan oleh Bapak Dari, yaitu sebagai berikut:
“Dulu galeri UMKM ada di kantor pusat, tapi sekarang sudah dipindahkan
ke tempat yang lebih luas yang berada di Desa Ngantru. Disana ada
berbagai macam produk makanan minuman, kerajinan dan pakaian. Tapi
produk yang bisa dipamerkan disana adalah produk yang sudah memenuhi
standarisasi dari kami dan galeri produk bisa di ikut sertakan dalam bazar

atau pameran, biasanya ada saat hari tertentu saja misalnya hari pendidikan
nasional atau hari ulang tahun Kota Tulungagung.””"
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Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh
Bapak Supriono, yaitu sebagai berikut:

“Produk yang saya kirim ke galeri biasanya sekitar 50 bungkus kalau habis

saya kirim lagi, kalau barang bisa dititipkan disana enak selain

mendapatkan omset dari hasil penjualan galeri kita juga mendapatkan
keuntungan lain yaitu di undangan untuk mengikuti bazar””

Galeri sebagai wadah pemasaran produk adalah salah satu layanan yang
diberikan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai sarana untuk memberdayakan
usaha binaan yang bernaung dibawahnya, produk yang berada di galeri adalah
produk dari usaha binaan yang telah memenuhi standarisasi, kemudian produk
tersebut akan dibantu pemasaran dan mendapatkan undangan untuk mengikuti
bazar oleh karena itu galeri adalah salah satu faktor pendukung dalam
memberdayakan usaha binaan.

c. Agenda bazar setiap tahun

Kegiatan bazar sangat dibutuhkan bagi usaha binaan yang bernaung di
bawah Dinas Koperasi dan UMKM, dengan adanya bazar usaha binaan bisa
mendapatkan omzet hingga dua kali lipat selain itu bazar adalah salah satu upaya
untuk mempromosikan produk sehingga bisa di kenal masyarakat, seperti yang
disampaikan oleh Bapak Supriono, yaitu sebagai berikut:

“Saya pernah ikut bazar misalnya bazar saat hari ulang tahun
Tulungagung, di alun-alun dengan tema Ngrowo Kultur dan bazar di
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depan Crown Victoria Hotel, disana saja jualan tidak sampai sehari sudah
habis dagangan saya, bazar itu sangat bermanfaat sekali, dalam sekali
bazar seharinya bisa meraih omzet hingga Rp 1.500.000.”

Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh

Bapak Dari, yaitu sebagai berikut:

“Untuk bazar biasanya kita dapat undangan dari Kabupaten, dari usaha
binaan, biasanya kuota bazaar untuk 10 usaha binaan sebagai perwakilan,
tapi juga bisa lebih dari 10 tergantung undangannya. Usaha yang kita ajak
itu, usaha yang produktif dan aktif dalam penjualan.””

Bazar merupakan salah satu upaya yang diberikan Dinas Koperasi dan
UMKM dalam memberdayakan usaha binaan yang bernaung dibawahnya, dengan
mengikuti bazar maka omzet penjualan akan meningkat dalam satu kali bazar, dan
sekaligus bisa memanfaatkan momen bazar untuk mempromosikan produk.

d. Antusias usaha binaan untuk mengikuti pelatihan

Pelatihan sangat diperlukan untuk memberikan tambahan wawasan dan
keterampilan dalam menjalankan usaha, oleh karena itu Dinas Koperasi dan
UMKM berupaya untuk mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan usaha
binaan sebagai upaya dalam memberdayakan usaha binaan yang bernaung di
bawahnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Heru Mursono, yaitu
sebagai berikut:

“Sebenarnya mereka itu sangat antusias kalau Dinas mau mengadakan

sosialisasi, baik itu tentang produksi, pengemasan, pemasaran atau lainnya

bahkan jika kita lama tidak mengadakan sosialisasi mereka malah minta.

Karena sosialisasi itu sangat penting untuk menambah wawasan dan
informasi apalagi jika ada pelatithan langsung mereka sangat antusias
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sekali, pelatihan tidak hanya dilakukan di dalam kota tapi juga sering
dilakukan di luar kota misalnya di Kota Malang, biasanya di ikuti oleh 10
orang sebagai perwakilan.””

Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh

Bapak Supriono, yaitu sebagai berikut:

“Saya dulu pernah mengikuti pelatihan, misalnya pelatihan untuk
mengemas produk, cara membuat produk, saya awalnya juga kesusahan
dalam memproduksi dulu sering gagal dalam membuat dalam artian
rasanya tidak sesuai dengan yang diingin, tapi setelah dilakukan pelatihan
dan mendapat informasi dari teman-teman ternyata masalahnya ada di

minyak dan gula, lalu saya praktekkan sendiri apa yang dikatakan teman-

teman dan ternyata benar, sekarang produk saya alhamdulillah banyak

yang suka”.”

Pelatihan adalah salah satu upaya yang di berikan Dinas Koperasi dan
UMKM dalam memberdayakan usaha binaan yang bernaung di bawahnya,
dengan adanya pelatthan maka usaha binaan akan mendapatkan wawasan,
informasi dan pengetahuan dalam memproduksi maupun distribusi produk. Oleh
karena itu dengan adanya pelatihan maka upaya pemberdayaan akan semakin
meningkat.

Dalam upaya memberdayakan usaha binaan Dinas Koperasi dan UMKM
memberikan program-program dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya

manusia maupun produksi. Namun dalam menjalankan program pemberdayaan
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ada beberapa hambatan yang di hadapi baik dari Dinas Koperasi dan UMKM
maupun dari usaha binaan yaitu sebagai berikut:
a. Terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan

Pelatihan sangat diperlukan untuk mengembangkan keterampilan usaha
binaan, namun sering kali program tersebut terkendala oleh anggaran yang
disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sehingga tidak bisa digunakan untuk
pelatihan dalam segala sektor, sehingga pegawai Dinas Koperasi dan UMKM
merasa tidak mampu dalam memenuhi permintaan pelatihan dari usaha binaan.
Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Heru Mursono, yaitu sebagai berikut:

“Sosialisasi di adakan sesuai anggaran dari Dinas dan tergantung
kebutuhan, jadi bukan agenda rutin yang bisa di adakan setiap saat. Untuk
pelatithan langsung ke rumah produksi juga membutuhkan waktu
sedangkan rumah produksinya banyak dari berbagai wilayah jadi ya
terkadang ada yang tidak terjangkau, pelatihan biasanya dilakukan 3 kali
dalam setahun, tapi permintaan mereka bisa lebih dari 3 kali, jadi kami
tidak bisa memenuhi permintaan mereka sepenuhnya.”’

Dalam melaksanakan pelatihan, Dinas Koperasi dan UMKM tidak bisa
memenuhi permintaan dari pelaku usaha karena terbatasnya anggaran dana, Dinas
Koperasi dan UMKM memberikan anggaran dana untuk melakukan tiga kali
pelatihan dalam satu tahun, namun kenyataannya pelaku usaha meminta dilakukan
pelatihan melebihi tiga kali dalam satu tahun. Usaha binaan yang bernaung di
bawah Dinas Koperasi dan UMKM meliputi berbagai sektor baik sektor makanan
dan minuman, kerajinan, perikanan maupun perkebunan, sehingga pegawai Dinas

Koperasi dan UMKM merasa tidak cukup jika melakukan melatihan tiga kali

dalam satu tahun.
b. Terbatasnya modal untuk mengembangkan usaha
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Modal adalah faktor utama yang dibutuhkan bagi seseorang yang akan

membuka usaha, namun bagi sesorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang

pinjaman modal di Bank, mereka merasa takut untuk mengajukan pinjaman

modal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dari, yaitu sebagai berikut:

“Kami memfasilitasi pinjaman bank, di Bank BRI, BPR Jatim, dan Bank
Mandiri dengan bunga 0,4% perbulan dari modal usaha, sedangkan untuk
besarnya pinjaman itu pihak Bank akan melakukan survey dan melihat
kekuatan pengembalian pinjaman, bagi pelaku usaha yang merasa takut
untuk mengajukan pinjaman bisa datang ke kantor untuk mencari
informasi dan arahan untuk melakukan pinjaman, terutama bagi pelaku
usaha yang baru membuka usaha.””’

Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh

Bapak Supriono, yaitu sebagai berikut:

“Dulu waktu membuka usaha ini, saya merasa sangat takut untuk pinjam
modal di bank, kami kan dari masyarakat kampung dan kurangnya
pengetahuan, kami tidak berani pinjaman, baru setalah usaha berjalan
sedikit demi sedikit mulai berkembang saya mulai berani mengajukan
pinjaman dengan bantuan Dinas™"®

Modal adalah salah satu hal yang harus dipersiapkan sebelum seseorang

membuka usaha, namun bagi sesorang yang akan membuka usaha dan tidak

memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam meminjam modal di Bank maka

mereka akan merasa takut dan tidak berani untuk mengajukan pinjaman modal
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oleh karena itu Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas dalam hal
pinjaman modal kepada usaha binaan.

c. Terbatasnya ketersediaan teknologi
Teknologi adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam menjalankan

sebuah usaha, dengan adanya teknologi misalnya mesin atau alat teknologi
lainnya maka proses produksi akan semakin terbantu dan semakin lebih baik. Jika
tidak memiliki alat teknologi untuk menunjang proses produksi, pelaku usaha
harus bisa kreatif dan cermat dalam menjalankan usaha supaya tidak kalah
bersaing dengan pengusaha besar dengan teknologi yang canggih. Namun sangat
disayangkan Dinas Koperasi dan UMKM belum bisa memenuhi kebutuhan usaha
yaitu berupa alat pengemasan. Dinas Koperasi dan UMKM menyarankan produk
di kemas dengan baik dan rapi akan tetapi tidak bisa menyediakan alat penunjang
tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dari, yaitu sebagai berikut:
“Kami memiliki fasilitas peningkatan SDM, seperti pelatihan, sosialisasi
binaan, dan pendampingan, serta fasilitas lainnya seperti akses modal,
akses pasar dan akses teknis. Kami hanya memberikan pendidikan dan
pelatihan tidak memberikan bantuan alat secara langsung, karena usaha
binaan kan sangat banyak, kalau kami memberikan alat teknologi itu tidak
mungkin, kecuali kalau memang ada program dari pemerintah untuk
bantuan mesin kepada semua industri rumah tangga.””
Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh
Bapak Supriono, yaitu sebagai berikut:
“Dinas Koperasi dan UMKM tidak memberikan bantuan secara langsung

kepada kami, mesin atau modal. Mereka memberikan pembinaan dalam
kualitas produk, mengecek dan membantu, namun pelatithan mengenai
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penggunaan alat teknologi tidak bisa berjalan karena terbatasnya alatnya

dan modal untuk membeli alat tersebut. Kalau dalam produksi kami punya

masalah mereka akan membantu memecahkan masalah, misalnya masalah
modal mereka memberikan fasilitas akses permodalan kepada Bank BRI
atau BPR Jatim bukan langsung memberikan modal.”*

Alat teknologi merupakan salah satu penunjang dalam mendirikan sebuah
usaha, sehingga proses pembuatan produk yang di hasilkan lebih efektif dan
efisien. Namun penggunaan alat teknologi tersebut tidak bisa dijalankan oleh
usaha binaan karena terbatasnya kepemilikan modal untuk membeli alat
teknologi, sedangkan dari Dinas Koperasi dan UMKM tidak memberikan bantuan
dalam hal teknologi, melainkan pelatihan dalam penggunaan alat teknologi. Oleh

karena itu pelatihan tentang penggunaan alat teknologi belum bisa dijalankan

dengan baik oleh usaha binaan.

C. Analisis Data
1. Analisis tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam memberdayakan usaha kripik pisang di Kecamatan
Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif etika bisnis Islam
Dalam upaya memberdayakan usaha-usaha binaan yang tersebar di 19
kecamatan di Kabupaten Tulungagung, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) melakukan program dengan meningkatkan usaha pada
sektor produksi, memberikan pendidikan dan pelatihan serta setiap produk

makanan dan minuman terdapat standarisasi kelayakan. Upaya tersebut bertujuan
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untuk meningkatkan peran serta koperasi, usaha kecil dan menengah di bidang
produksi dan distribusi, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha
kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dan meningkatkan
peran dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam membangun
daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan pengentasan
kemiskinan.

Dalam melaksanakan peran pemberdayaan usaha binaan yang bernaung di
bawahnya yaitu usaha kripik pisang di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung, Dinas Koperasi dan UMKM meningkatkan usaha binaan di bidang
produksi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta setiap produk
makanan terdapat standarisasi kelayakan. Standarisasi yang digunakan Dinas
Koperasi dan UMKM dalam upaya meningkatkan mutu produksi yaitu sebagai

berikut:

a. Produk yang harus memiliki kualitas yang baik dan bebas dari bahan

pengawet.

Dinas koperasi dan UMKM melarang produk dari usaha binaan
mengandung bahan pengawet yang membahayakan bagi kesehatan konsumen,
seperti formalin atau boraks, namun jika bahan pengawet memang di produksi

untuk makanan boleh digunakan tetapi dengan syarat yaitu:

1) Bahan pengawet tersebut memang bahan yang diperbolehkan dikonsumsi

dan tidak membahayakan untuk kesehatan.
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Anjuran pemakaian dari 1 kg bahan produksi hanya boleh menggunakan

pengawet 0,03% tidak boleh lebih atau setengah sendok teh.

Dalam pengemasan harus tertera kandungan nutrisi dari produk yang

sudah di uji labolatorium.

Dilarang mencetak tulisan 100% murni dalam kemasan, namun

diperbolehkan untuk menulis original.

Jika suatu produk mengandung formalin, maka bisa dilihat dari tekstur

tampilannya yang mengkilat tebal seperti lilin.

Produk kripik pisang dari Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten

Tulungagung sudah melakukan uji labolatorium, dan hasilnya tidak ada bahan
pengawet kimia yang membahayakan bagi kesehatan, jadi kripik pisang milik
Bapak Supriono sudah melewati standarisasi yang pertama yaitu bebas dari bahan

pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi.

b. Produk yang dihasilkan oleh usaha binaan dilarang mengandung barang yang

haram seperti babi, anjing, bangkai, darah atau bahan lainnya.

Saat ini konsumen khususnya konsumen muslim sangat jeli dalam

memilih produk yang akan dikonsumsi, mereka selalu mengutamakan produk
yang memiliki label halal, karena mereka khawatir jika membeli produk tanpa

label halal kandungan produknya mengandung barang haram seperti daging babi,
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anjing, bangkai, darah atau lainnya. Namun pada kenyataannya banyak sekali
produk yang belum memiliki sertifikasi halal tetapi dikemasan produknya tertera
tulisan halal, menurut Bapak Heru Mursono label halal yang menggunakan huruf
arab adalah palsu sedangkan yang benar adalah label halal dengan tulisan arab dan
disertai keterangan Majelis Ulama Indonesia, dengan melihat kondisi perdagangan
saat ini Dinas Koperasi dan UMKM menganjurkan produk dari usaha binaan
memiliki sertifikat halal, Dinas Koperasi dan UMKM juga memfasilitasi bagi
produsen yang mencari sertifikasi halal, sehingga produk dari usaha binaan aman

tidak mengandung bahan haram.
Produk kripik pisang dari Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten

Tulungagung belum bisa memenuhi standarisasi yang kedua yaitu sertifikat halal.
Saat ini kripik pisang milik Bapak Supriono masih melakukan pengajuan ke Dinas
Koperasi dan UMKM untuk bantuan mencari sertifikat halal dari MUI, karena
dengan bantuan Dinas Koperasi dan UMKM usaha binaan bisa mendapat fasilitas

gratis untuk mencari sertifikat halal.

c. Setiap produk harus bersih dalam proses produksinya

Setiap konsumen selalu mencari makanan yang sehat untuk dikonsumsi,
selain kehalalannya juga nilai gizi yang optimal, untuk mencapai makanan yang
optimal maka kebersihan produk harus diperhatikan karena kebersihan makanan
akan mempengaruhi kesehatan konsumen. Untuk menjaga produk usaha binaan
bersih, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan anjuran untuk menjaga

kebersihan dan kualitas produk yaitu sebagai berikut:
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Minyak harus digunakan dalam tiga kali penggorengan, setelah tiga kali

penggorengan minyak tidak boleh digunakan lagi.

Minyak yang digunakan dalam menggoreng harus minyak yang memiliki
kualitas bagus, bukan minyak sembarangan yang biasa diperdagangkan

tanpa tau kualitas dan kandungannya.

Untuk produk yang produksinya tanpa minyak tetapi harus menggunakan
sinar matahari makan proses pengeringannya harus ditutupi supaya tidak

ada hewan yang hinggap di produk itu atau bahkan kotoran.

Untuk menjaga produk masih bagus dengan kualitas yang bagus itu
tergantung pengemasan juga plastiknya, Dinas Koperasi dan UMKM
memberikan anjuran untuk menggunakan plastik dengan ketebalan 0,8
mm semakin tebal juga semakin bagus. Yang paling bagus plastik dengan

tebal 0,10 mm, sedangkan minimal 0,03 mm.

Sedangkan sebelum produk masuk ke Dinas koperasi dan UMKM
pastinya memiliki ijin PIRT, makan dalam proses ijin tersebut Dinas

Kesehatan akan mengecek lingkungan rumah produksi.

Produk kripik pisang dari Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten

Tulungagung sudah memenuhi standarisasi yang ke tiga yaitu produk yang bersih
(higienis) dalam proses produksinya, kripik pisang milik Bapak Supriono
berupaya untuk memenuhi anjuran dari Dinas Koperasi dan UMUM yaitu

menggunakan minyak tiga kali penggorengan, minyak yang digunakan juga
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minyak yang baik, kemudian dalam pengemasan kripik pisang ini menggunakan
plastik dengan ketebalan 0,08 mm sesuai anjuran dari Dinas Koperasi dan
UMKM, selain itu kripik pisang ini juga sudah memiliki ijin PIRT sehingga
kebersihannya sudah di cek oleh dinas kesehatan saat pertama kali mengajukan

PIRT.

d. Setiap produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi yang disebut

masa kadaluwarsa (Expired Date)
Standarisasi ke empat yang digunakan yaitu masa kadaluwarsa atau umur

simpan produk. Umur simpan produk adalah jangka waktu boleh mengkonsumsi
suatu produk, jika umur simpan produk sudah habis maka produk tidak boleh
untuk dikonsumsi. Dinas Koperasi dan UMKM mewajibkan setiap produk harus
diberi tanggal masa kadaluwarsa, berikut adalah hasil penelitian terkait dengan
pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menentukan masa kadaluarsa

produk.
1) Produk usaha binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM wajib dilengkapi

dengan kode produksi yang ditulis di dalam label. Dari tanggal produksi
tersebut Dinas Koperasi dan UMKM akan melakukan pengecekan terkait
kelayakan konsumsi produk yaitu dengan cara semua produk disiler dan
ditempatkan diruang terbuka setiap hari produk itu akan dilihat setiap hari
jika sebelum 4 bulan produk sudah berubah warnanya pucet dan rasanya
maka Dinas Koperasi dan UMKM akan memanggil pemilik produk dan

produk akan dikembalikan ke produsen.
2) Dinas Koperasi dan UMKM memberikan standarisasi masa kelayakan

konsumsi selama 4 sampai 5 bulan untuk produk makanan.

101



102

Dari penjelasan di atas bahwa Dinas Koperasi dan UMKM tidak serta
merta langsung percaya dengan tanggal kadaluwarsa yang tertera di kemasan
produk, tetapi masih melakukan uji kelayakan, hal tersebut dilakukan untuk
menjaga keamanan dari konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena
akhir-akhir ini banyak produsen curang menjual barang yang tidak layak
dikonsumsi dan di olah kembali sehingga tampilannya menarik padahal

sebenarnya produknya sudah rusak.
Produk kripik pisang dari Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten

Tulungagung terdapat kode produksi tanggal bulan dan tahun seperti yang di
tetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian juga dicantumkan expired
date empat bulan setelah masa produksi sehingga jika terjadi sesuatu setelah
memakan kripik pisang bisa dilihat kode produksinya, apakah sudah melewati

expired date.

2. Analisis tentang faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya memberdayakan usaha
kripik pisang di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung

Dalam upaya memberdayakan usaha binaan Dinas Koperasi dan UMKM
memberikan program-program demi tercapainya tujuan pemberdayaan. Dalam
menjalankan program tersebut Dinas Koperasi dan UMKM menemukan beberapa
hal yang menjadi pendukung baik dari Dinas Koperasi dan UMKM maupun dari
usaha binaan, yaitu sebagai berikut:

a. Pusat layanan usaha terpadu
Pusat layanan terpadu dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan

pelayanan kepada usaha binaan yang memiliki masalah dalam proses produksi
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maupun pemasaran, usaha binaan bisa mendatangi kantor Dinas Koperasi dan
UMKM untuk mengadukan masalah yang sedang dihadapi kepada tenaga
konsultan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, selain datang langsung ke
kantor pelaku usaha juga bisa sharing melalui melalui media sosial yang sudah di
sediakan yaitu whatsapp.

Pusat layanan terpadu adalah salah satu faktor yang mendukung untuk
mempermudah dalam proses pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi
dan UMKM. Pelaku usaha binaan yang memiliki masalah dalam usahanya bisa
datang ke kantor pusat layanan terpadu atau melalui media sosial yang di sediakan

sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

b. Tersedia galeri sebagai wadah pemasaran produk

Galeri Dinas Koperasi dan UMKM terletak di Desa Ngantru, Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, di sana terdapat banyak produk khususnya
makanan minuman dan kerajinan. Makanan dan minuman yang bisa dipamerkan
di galeri adalah makanan dan minuman yang sudah memenuhi standarisasi
kemudian setelah produk masuk ke galeri selanjutnya produk bisa ikut serta dalam
kegiatan bazar yang di adakan seperti saat hari pendidikan nasioanal atau hari
ulang tahun Kota Tulungagung.

Galeri sebagai wadah pemasaran produk adalah salah satu layanan yang
diberikan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai sarana untuk memberdayakan

usaha binaan yang bernaung dibawahnya, produk yang berada di galeri adalah
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produk dari usaha binaan yang telah memenuhi standarisasi, kemudian produk
tersebut akan dibantu pemasaran dan mendapatkan undangan untuk mengikuti
bazar oleh karena itu galeri adalah salah satu faktor pendukung dalam
memberdayakan usaha binaan.

c. Agenda bazar setiap tahun
Bazar merupakan salah satu upaya yang diberikan Dinas Koperasi dan

UMKM dalam memberdayakan usaha binaan yang bernaung dibawahnya, dengan
mengikuti bazar maka omzet penjualan akan meningkat dalam satu kali bazar, dan
sekaligus bisa memanfaatkan momen bazar untuk mempromosikan produk.
Kegiatan bazar sangat dibutuhkan bagi usaha binaan yang bernaung di bawah
Dinas Koperasi dan UMKM, dengan adanya bazar usaha binaan bisa
mendapatkan omzet hingga dua kali lipat misalnya pada bazar dalam
memperingati hari ulang tahun Kota Tulungagung, di alun-alun dengan tema
Ngrowo Kultur dan bazar di depan Crown Victoria Hotel, disana jualan tidak
sampai sehari produk sudah habis, dalam sekali bazar seharinya bisa meraih

omzet hingga Rp 1.500.000.
Bazar merupakan salah satu upaya yang diberikan Dinas Koperasi dan

UMKM dalam memberdayakan usaha binaan yang bernaung dibawahnya, dengan
mengikuti bazar maka omzet penjualan akan meningkat dalam satu kali bazar, dan
sekaligus bisa memanfaatkan momen bazar untuk mempromosikan produk. Oleh
karena itu bazar adalah salah satu program untuk mendukung proses
pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

d. Antusias usaha binaan untuk mengikuti pelatihan

Usaha binaan sangat antusias dalam mengikuti program pelatihan dari

Dinas Koperasi dan UMKM, karena mereka sadar bahwa pelatihan sangatlah
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diperlukan demi meningkatkan kualitas produk. Dengan adanya pelatihan, maka
pelaku usaha bisa menambah informasi dan wawasan dalam proses produksi
maupun distribusi karena pelatihan tidak hanya dilakukan didalam kota tetapi juga
di luar kota. Pelatihan adalah salah satu upaya yang di berikan Dinas Koperasi dan
UMKM dalam memberdayakan usaha binaan yang bernaung di bawahnya,
dengan adanya pelatihan maka usaha binaan akan mendapatkan wawasan,
informasi dan pengetahuan dalam memproduksi maupun distribusi produk. Oleh
karena itu dengan adanya pelatihan maka upaya pemberdayaan akan semakin

meningkat.
Selanjutnya sebagai usaha binaan yang bernaung di bawah Dinas Koperasi

dan UMKM, mereka berusaha untuk mengikuti semua program-program yang
diberikan dengan tujuan pemberdayaan usaha menjadi lebih baik, namun ada
beberapa hambatan dalam menjalankan program tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan

Pelatihan sangat diperlukan untuk mengembangkan keterampilan usaha binaan,
namun sering kali program tersebut terkendala oleh anggaran yang disediakan
oleh Dinas Koperasi dan UMKM sehingga tidak bisa digunkanan untuk pelatihan
dalam segala sektor, dan pegawai Dinas Koperasi dan UMKM merasa kualahan
dalam menanggapi permintaan pelatihan dari usaha binaan. Pelatihan biasanya
dilakukan tiga kali dalam setahun sedangkan permintaan dari usaha binaan minta
lebih dari tiga kali dari segala sektor sehingga pegawai Dinas Koperasi dan
UMKM tidak bisa menjangkau semua sektor sesuai dengan permintaan usaha
binaan.

b. Terbatasnya modal untuk mengambangkan usaha.

Modal adalah salah satu hal yang harus dipersiapkan sebelum seseorang

membuka usaha, namun bagi seseorang yang akan membuka usaha dan tidak
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memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam meminjam modal di Bank maka
mereka akan merasa takut dan tidak berani untuk mengajukan pinjaman modal
oleh karena itu Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas dalam hal
pinjaman modal kepada usaha binaan, contohnya pengalaman dari pada Bapak
Supriono, waktu awal merintis usaha merasa takut untuk mengajukan pinjaman di
bank, meskipun memiliki jaminan namun tetap merasa takut, Bapak Supriono
khawatir jika memiliki hutang di Bank nanti bunganya besar dan tidak mampu
membayar sedangkan usaha masih baru berjalan selain itu dari latar belakang

masyarakat desa yang tidak tahu tentang pinjaman di bank.
Namun sejak tahun 2007 pemerintah mengeluarkan program Kredit Usaha

Rakyat (KUR) untuk memecahkan masalah pelaku usaha yang mengalami
kesulitan dalam modal, oleh karena itu Dinas Koperasi dan UMKM memberikan
fasilitas pinjaman modal di Bank yang berada di Kabupaten Tulungagung yaitu
Bank BRI, BPR Jatim, dan Bank Mandiri dengan bunga 0,4% perbulan dari
modal usaha, sedangkan untuk besarnya pinjaman pihak Bank akan melakukan
survey dan melihat kekuatan pengembalian pinjaman.
c. Terbatasnya ketersediaan teknologi

Teknologi adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam menjalankan
sebuah usaha, dengan adanya teknologi misalnya mesin atau alat teknologi
lainnya maka proses produksi akan semakin terbantu dan semakin lebih baik.
Dinas Koperasi dan UMKM memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk
mengemas produk dengan baik dan rapi, namun belum bisa memenuhi kebutuhan
usaha yaitu berupa alat pengemasan. Alat teknologi merupakan salah satu

penunjang dalam mendirikan sebuah usaha, sehingga proses pembuatan produk

yang di hasilkan lebih efektif dan efisien. Namun penggunaan alat teknologi
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tersebut tidak bisa dijalankan oleh usaha binaan karena terbatasnya kepemilikan
modal untuk membeli alat teknologi, sedangkan dari Dinas Koperasi dan UMKM
tidak memberikan bantuan dalam hal teknologi, melainkan pelatihan dalam

penggunaan alat teknologi.
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